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ABSTRAK:

STATUS:

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

Bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah dan
Pelayanan Masyarakat, perlu dikelola secara tertib agar dapat
dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan
otonomi daerah;

Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
dan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur Pengelolaan Barang
Milik Daerah.
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Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
Ketentuan Umum;

Maksud dan Tujuan;

Ruang Lingkup dan Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan;
Pengadaan;

Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran;
Penggunaan;

Penatausahaan;

10. Pemanfaatan;

11. Pengamanan dan Pemeliharaan;

12. Penilaian;

13. Penghapusan;

14. Pemindahtanganan;

15. Pengendalian dan Pengawasan;

16. Pembiayaan;

17. Tuntutan Ganti Rugi;

18. Ketentuan Lain-Lain

19. Sanksi Administrasi;

20. Ketentuan Peralihan;

21. Ketentuan Penutup.
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